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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. 
Pengaturan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Kurir Narkotika dalam Tindak Pidana Penguasaan Sabu Menurut Hukum Pidana di Indonesia
Permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika dalam tindak pidana penguasaan sabu pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pengaturan hukum pidana Indonesia yang menempatkan narkotika sebagai objek hukum yang diawasi secara ketat. Narkotika memang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun penggunaannya di luar kepentingan yang sah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ketika seseorang menguasai sabu tanpa hak atau melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat masuk ke dalam ruang lingkup tindak pidana narkotika.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan utama mengenai narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai larangan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membawa, menjadi perantara, menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima narkotika secara tanpa hak. Dengan demikian, seorang kurir narkotika dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Sabu dalam hukum narkotika termasuk ke dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman. Hal ini penting karena penguasaan terhadap narkotika golongan I bukan tanaman diatur secara tegas dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikenakan pidana. Dengan demikian, apabila seorang kurir terbukti menguasai sabu, maka konstruksi pasal yang paling relevan untuk dianalisis adalah Pasal 112 Undang-Undang Narkotika.

Rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menggunakan beberapa unsur perbuatan, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan secara bersamaan. Apabila salah satu unsur telah terbukti, misalnya unsur “menguasai”, maka perbuatan pelaku sudah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sepanjang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Dalam perkara kurir narkotika, unsur penguasaan biasanya menjadi titik utama karena kurir secara faktual membawa atau mengendalikan sabu dalam proses pengantaran.

Penguasaan sabu tidak selalu harus dimaknai sebagai kepemilikan dalam arti perdata. Seseorang dapat dikatakan menguasai sabu apabila barang tersebut berada dalam kendali faktualnya, baik di badan, kendaraan, rumah, tas, maupun tempat lain yang masih berada dalam pengaruh dan kontrol pelaku. Oleh karena itu, seorang kurir yang membawa sabu atas perintah orang lain tetap dapat dianggap menguasai sabu apabila ia mengetahui keberadaan barang tersebut dan memiliki kemampuan untuk memindahkan atau menyerahkannya kepada pihak lain.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika juga harus dilihat melalui konsep tindak pidana dan kesalahan. Dalam hukum pidana, seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga harus terbukti memiliki kesalahan. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kealpaan, meskipun dalam perkara narkotika, khususnya kurir sabu, bentuk kesalahan yang paling sering ditemukan adalah kesengajaan. Kesengajaan tersebut terlihat apabila pelaku mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah sabu dan tetap bersedia mengantarkannya kepada pihak lain.

Asas yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah asas geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila seseorang secara hukum layak dicela atas perbuatannya. Dalam perkara kurir narkotika, asas ini menuntut adanya pembuktian mengenai pengetahuan, kesadaran, dan kehendak pelaku dalam menguasai atau membawa sabu. Dengan demikian, status sebagai kurir tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, selama terbukti bahwa pelaku mengetahui barang yang dibawanya merupakan narkotika.

Menurut doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana harus dibedakan dari tindak pidana. Tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat atau tidaknya pelaku dipidana. Dalam perkara penguasaan sabu, perbuatan membawa atau menyimpan sabu merupakan aspek tindak pidananya, sedangkan pengetahuan dan kesengajaan kurir merupakan aspek pertanggungjawaban pidananya. Pembedaan ini penting agar pemidanaan terhadap kurir tidak hanya didasarkan pada keberadaan barang bukti, tetapi juga pada pembuktian sikap batin pelaku.

Kurir narkotika pada umumnya bukan pelaku tunggal dalam tindak pidana narkotika, melainkan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika. Ia biasanya berperan sebagai pihak yang menerima, membawa, mengirim, atau menyerahkan narkotika kepada orang lain. Meskipun demikian, hukum pidana tetap memandang kurir sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perannya turut mendukung terjadinya tindak pidana narkotika. Dalam hal ini, peran kurir menjadi bagian penting dalam mata rantai peredaran sabu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Boirin, S.H. pada tanggal 22 Mei 2026, diperoleh keterangan bahwa dalam praktik penyidikan, kurir narkotika tetap dapat dijerat pidana apabila terbukti membawa atau menguasai sabu secara tanpa hak. Menurutnya, penyidik tidak hanya melihat pengakuan tersangka sebagai kurir, tetapi juga melihat barang bukti, keterangan saksi, cara penangkapan, komunikasi dengan pihak lain, serta adanya imbalan yang dijanjikan atau diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana kurir dibangun melalui keterkaitan antara perbuatan, barang bukti, dan kesadaran pelaku.

Keterangan tersebut sejalan dengan pendapat Penyidik Pembantu Pahlevi H. Hasibuan, S.E. yang menyatakan bahwa alasan tersangka “hanya disuruh” tidak serta-merta menghilangkan pidananya. Menurutnya, yang menjadi perhatian penyidik adalah apakah tersangka mengetahui bahwa barang yang dibawa adalah sabu dan apakah tersangka memiliki peran dalam proses pengantaran barang tersebut. Apabila dua hal tersebut dapat dibuktikan, maka kurir tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, keterlibatan kurir narkotika juga dapat dianalisis melalui ajaran penyertaan. Apabila kurir bertindak bersama-sama dengan pihak lain dalam suatu jaringan peredaran narkotika, maka ia dapat dipandang sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana kurir tidak hanya dilihat dari penguasaan fisik atas sabu, tetapi juga dari kontribusinya dalam memperlancar distribusi narkotika.

Ajaran penyertaan dalam hukum pidana mengenal beberapa bentuk keterlibatan, antara lain pelaku langsung, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, penganjur, dan pembantu. Kurir narkotika dapat ditempatkan dalam konstruksi yang berbeda tergantung pada fakta perkaranya. Apabila kurir secara sadar mengambil bagian dalam pengantaran sabu, maka ia dapat dipandang sebagai pihak yang turut serta atau setidaknya membantu terjadinya tindak pidana narkotika.

Namun demikian, tidak semua kurir dapat diperlakukan sama dengan bandar atau pengendali narkotika. Dalam praktik hukum pidana, peran masing-masing pelaku perlu dianalisis secara proporsional. Kurir yang hanya menjalankan pengantaran tentu berbeda dengan pihak yang mengendalikan jaringan, menyediakan barang, menentukan penerima, atau memperoleh keuntungan besar dari transaksi narkotika. Oleh sebab itu, pengaturan hukum tetap harus diterapkan dengan memperhatikan peran konkret pelaku dalam tindak pidana.

Meskipun peran kurir dapat dianggap lebih rendah daripada bandar, bukan berarti kurir terbebas dari pidana. Undang-Undang Narkotika tetap mengancam setiap orang yang tanpa hak menguasai sabu, termasuk orang yang hanya bertugas mengantarkan. Hal ini disebabkan karena penguasaan sabu oleh kurir merupakan bagian dari proses peredaran gelap yang membahayakan masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana menempatkan kurir sebagai pelaku yang tetap memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatannya.

Pasal lain yang juga relevan dalam pengaturan hukum kurir narkotika adalah Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini mengatur mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Apabila dalam perkara tertentu kurir terbukti bukan hanya menguasai sabu, tetapi juga menjadi perantara dalam penyerahan atau transaksi, maka Pasal 114 dapat menjadi dasar penerapan pidana.

Perbedaan antara Pasal 112 dan Pasal 114 dalam perkara kurir narkotika terletak pada bentuk perbuatan yang dibuktikan. Pasal 112 lebih menitikberatkan pada penguasaan, penyimpanan, atau penyediaan narkotika tanpa hak. Sementara itu, Pasal 114 lebih menitikberatkan pada perbuatan yang berkaitan dengan transaksi atau peredaran, seperti menjadi perantara, menyerahkan, menjual, atau membeli. Oleh karena itu, dalam perkara kurir sabu, penyidik harus cermat menentukan apakah fakta hukum lebih tepat dikonstruksikan sebagai penguasaan atau sebagai perantara dalam peredaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Boirin, S.H., penyidik biasanya mempertimbangkan penggunaan pasal berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Apabila barang bukti ditemukan dalam penguasaan tersangka dan belum ada bukti kuat mengenai transaksi, maka Pasal 112 menjadi pasal yang sering digunakan. Namun, apabila terdapat bukti komunikasi, perintah pengantaran, penerima barang, atau imbalan yang menunjukkan adanya aktivitas peredaran, maka penyidik dapat mengaitkannya dengan Pasal 114.

Pahlevi H. Hasibuan, S.E. juga menerangkan bahwa dalam perkara kurir narkotika, penyidik tidak hanya bergantung pada keterangan tersangka. Menurutnya, keterangan tersangka harus diuji dengan barang bukti, keterangan saksi, hasil pemeriksaan laboratorium, serta petunjuk lain seperti telepon genggam atau percakapan yang berkaitan dengan pengantaran sabu. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pasal terhadap kurir narkotika harus dibangun berdasarkan alat bukti yang saling berhubungan.

Dari aspek hukum acara pidana, pertanggungjawaban pidana kurir narkotika harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara narkotika, hasil laboratorium terhadap barang bukti sabu juga sangat penting karena menjadi dasar untuk memastikan bahwa barang yang dikuasai tersangka benar merupakan narkotika.

Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan unsur penting dalam tindak pidana penguasaan sabu. Unsur ini menunjukkan bahwa tidak semua penguasaan narkotika merupakan tindak pidana, sebab dalam keadaan tertentu narkotika dapat dikuasai secara sah oleh pihak yang memiliki kewenangan, misalnya untuk kepentingan medis atau penelitian. Namun, bagi kurir yang tidak memiliki izin atau kewenangan menurut hukum, penguasaan sabu tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara kurir narkotika, unsur tanpa hak biasanya dapat dibuktikan dengan tidak adanya izin, pekerjaan, atau kewenangan yang membenarkan pelaku membawa sabu. Kurir narkotika pada umumnya bukan tenaga medis, bukan peneliti, dan bukan pihak yang berwenang mengelola narkotika. Oleh karena itu, ketika sabu ditemukan dalam penguasaannya, maka unsur tanpa hak dapat dikonstruksikan berdasarkan fakta bahwa pelaku tidak memiliki dasar hukum untuk menguasai barang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana kurir narkotika juga harus memperhatikan kemampuan bertanggung jawab. Seseorang hanya dapat dipidana apabila ia mampu memahami perbuatannya dan mampu menentukan kehendaknya. Dalam perkara kurir narkotika, kemampuan bertanggung jawab biasanya tidak menjadi persoalan apabila tersangka berada dalam keadaan sadar, dewasa, dan tidak mengalami gangguan jiwa. Dengan demikian, fokus utama pembuktian biasanya terletak pada ada atau tidaknya kesengajaan dalam penguasaan sabu.

Kesengajaan dalam perkara kurir narkotika dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, pelaku mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah sabu. Kedua, pelaku menerima perintah untuk mengantarkan barang tersebut. Ketiga, pelaku mengetahui tujuan pengantaran atau setidaknya menyadari bahwa barang tersebut terlarang. Keempat, pelaku memperoleh atau dijanjikan imbalan. Apabila indikator-indikator ini ditemukan dalam penyidikan, maka unsur kesalahan pada diri kurir semakin kuat.

Namun demikian, dalam praktik sering ditemukan tersangka yang berdalih tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah sabu. Dalih tersebut harus diuji secara hati-hati oleh penyidik. Apabila tersangka membawa barang secara tersembunyi, menerima upah yang tidak wajar, melakukan komunikasi dengan pihak pengendali, atau menunjukkan perilaku menghindar saat ditangkap, maka alasan tidak mengetahui barang tersebut dapat dipandang lemah. Oleh karena itu, pembuktian unsur pengetahuan menjadi bagian penting dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana kurir.

Menurut Boirin, S.H., dalam wawancara tanggal 22 Mei 2026, penyidik akan menilai secara menyeluruh alasan tersangka yang mengaku tidak mengetahui isi barang. Penilaian tersebut dilakukan dengan melihat cara tersangka memperoleh barang, siapa yang memberikan perintah, apakah ada komunikasi sebelumnya, apakah tersangka dijanjikan uang, dan bagaimana posisi barang bukti saat ditemukan. Dengan cara ini, penyidik berusaha memastikan apakah penguasaan sabu dilakukan secara sadar atau tidak.

Pahlevi H. Hasibuan, S.E. menambahkan bahwa keterangan tersangka tidak boleh berdiri sendiri. Menurutnya, penyidik harus mencari kesesuaian antara keterangan tersangka dengan saksi-saksi, barang bukti, dan hasil pemeriksaan lainnya. Apabila keterangan tersangka bertentangan dengan fakta lain, maka penyidik akan lebih mengutamakan alat bukti yang objektif. Hal ini penting untuk mencegah tersangka menghindari pertanggungjawaban pidana hanya dengan alasan tidak mengetahui isi barang.

Dalam kaitannya dengan pemidanaan, status sebagai kurir dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menilai tingkat kesalahan dan peran pelaku. Namun, status tersebut bukan alasan yang menghapus pidana. Kurir tetap dapat dipidana apabila unsur perbuatan, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab terpenuhi. Dengan demikian, hukum pidana tetap memberikan ruang bagi hakim untuk menilai berat ringannya pidana, tetapi tidak membebaskan kurir dari pertanggungjawaban hukum apabila keterlibatannya terbukti.

Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana kurir narkotika pada akhirnya menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memandang penguasaan sabu sebagai perbuatan serius. Hal ini disebabkan karena penguasaan sabu merupakan tahap penting dalam peredaran gelap narkotika. Tanpa adanya kurir, proses distribusi narkotika dari pengendali kepada penerima akan sulit terlaksana. Oleh sebab itu, kriminalisasi terhadap kurir dimaksudkan untuk memutus rantai peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana kurir narkotika dalam tindak pidana penguasaan sabu di Indonesia terutama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 112 dan dalam keadaan tertentu Pasal 114. Kurir dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti tanpa hak menguasai sabu, mengetahui sifat barang yang dibawanya, serta memiliki kesengajaan untuk membawa atau menyerahkan barang tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana kurir narkotika tidak hanya ditentukan oleh keberadaan barang bukti, tetapi juga oleh peran, kesalahan, dan hubungan batin pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan.
B. 
Proses Penyidikan terhadap Kurir Narkotika dalam Perkara Penguasaan Sabu yang Ditangani oleh Polres Langkat
Proses penyidikan terhadap kurir narkotika dalam perkara penguasaan sabu merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana, karena pada tahap inilah penyidik mulai membangun dasar hukum untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat ditingkatkan menjadi perkara pidana. Penyidikan tidak hanya bertujuan untuk menemukan pelaku, tetapi juga untuk mengumpulkan alat bukti yang dapat menjelaskan terjadinya tindak pidana narkotika. Dalam konteks perkara kurir narkotika, penyidikan diarahkan untuk membuktikan adanya penguasaan sabu, peran pelaku sebagai kurir, serta hubungan antara barang bukti dengan tersangka.

Penyidikan dalam hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan pengertian tersebut, penyidikan perkara kurir narkotika tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti prosedur hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam perkara narkotika, penyidikan memiliki karakter yang lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana biasa. Hal ini disebabkan karena tindak pidana narkotika sering dilakukan secara tertutup, terorganisir, dan melibatkan jaringan yang tidak mudah diungkap. Kurir biasanya hanya berada pada lapisan bawah dari jaringan peredaran narkotika, sehingga penyidik tidak cukup hanya menangkap orang yang membawa sabu, tetapi juga harus menggali sumber barang, tujuan pengiriman, pihak pengendali, serta kemungkinan keterlibatan pelaku lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Boirin, S.H. pada tanggal 22 Mei 2026, proses penyidikan terhadap kurir narkotika di Polres Langkat pada umumnya diawali dari adanya informasi masyarakat atau hasil penyelidikan anggota di lapangan. Informasi tersebut tidak langsung dijadikan dasar penangkapan, tetapi terlebih dahulu dilakukan pendalaman untuk memastikan kebenaran informasi. Penyidik atau petugas kemudian melakukan pengamatan terhadap ciri-ciri pelaku, lokasi yang dicurigai, serta pola pergerakan yang mengarah pada dugaan penguasaan atau pengantaran sabu.

Tahap awal tersebut menunjukkan bahwa penyidikan narkotika biasanya didahului oleh proses penyelidikan. Penyelidikan berfungsi sebagai tahapan awal untuk menemukan apakah suatu peristiwa yang dilaporkan benar mengandung dugaan tindak pidana. Dalam perkara kurir narkotika, penyelidikan sangat penting karena petugas harus memastikan bahwa informasi yang diterima bukan sekadar dugaan, melainkan memiliki dasar faktual yang dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, penyidikan yang dilakukan kemudian memiliki pijakan yang lebih kuat secara hukum.

Setelah informasi dianggap cukup, petugas dapat melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai kurir narkotika. Penangkapan dalam perkara narkotika biasanya dilakukan ketika pelaku berada dalam keadaan membawa, menguasai, atau akan menyerahkan sabu. Pada tahap ini, penyidik harus memperhatikan prosedur hukum agar tindakan penangkapan tidak melanggar hak tersangka. Penangkapan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Dalam wawancara tanggal 22 Mei 2026, Pahlevi H. Hasibuan, S.E. menerangkan bahwa setelah tersangka diamankan, petugas biasanya segera melakukan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan, atau tempat yang diduga berkaitan dengan penyimpanan sabu. Penggeledahan dilakukan untuk menemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan tersangka. Menurutnya, penggeledahan harus dilakukan secara hati-hati dan disaksikan oleh pihak yang relevan agar barang bukti yang ditemukan tidak menimbulkan persoalan dalam pembuktian.

Penggeledahan merupakan tindakan hukum yang penting dalam perkara penguasaan sabu, karena dari tindakan inilah barang bukti biasanya ditemukan. Dalam perkara kurir narkotika, sabu dapat ditemukan di saku pakaian, tas, kendaraan, rumah, atau tempat tertentu yang berada dalam kontrol tersangka. Hubungan antara tersangka dengan tempat ditemukannya barang bukti menjadi sangat penting untuk membuktikan unsur penguasaan. Oleh karena itu, penyidik harus mencatat secara jelas lokasi, waktu, keadaan, dan cara ditemukannya barang bukti tersebut.

Setelah barang bukti ditemukan, penyidik melakukan penyitaan. Penyitaan dilakukan terhadap sabu, alat komunikasi, kendaraan, uang, plastik pembungkus, atau benda lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Penyitaan bertujuan untuk mengamankan barang bukti agar tidak hilang, rusak, atau diubah. Dalam perkara narkotika, penyitaan sabu harus dilakukan secara tertib karena barang bukti tersebut menjadi dasar utama dalam pembuktian unsur tindak pidana penguasaan narkotika.

Barang bukti sabu yang disita harus dituangkan dalam berita acara penyitaan. Berita acara tersebut penting karena menjadi dokumen resmi yang menjelaskan bahwa barang bukti diperoleh melalui tindakan hukum yang sah. Selain itu, barang bukti juga harus diberi tanda, ditimbang, dibungkus, dan disimpan sesuai prosedur. Ketelitian dalam penyitaan menjadi penting karena kesalahan dalam pengamanan barang bukti dapat memengaruhi kekuatan pembuktian dalam proses penyidikan maupun persidangan.

Menurut Boirin, S.H., salah satu hal yang diperhatikan penyidik setelah menemukan sabu adalah memastikan keterkaitan barang bukti dengan tersangka. Penyidik tidak hanya melihat bahwa barang tersebut berada di sekitar tersangka, tetapi juga menilai apakah tersangka mengetahui keberadaan barang itu, apakah barang tersebut berada dalam kendalinya, dan apakah ada keterangan saksi yang menguatkan penguasaan tersebut. Hal ini penting karena dalam perkara narkotika, tersangka sering menyangkal kepemilikan atau penguasaan barang bukti.

Proses berikutnya adalah pemeriksaan terhadap tersangka. Pemeriksaan tersangka dilakukan untuk menggali keterangan mengenai asal-usul sabu, tujuan pengantaran, siapa yang menyuruh, kepada siapa barang akan diberikan, dan apakah tersangka memperoleh imbalan. Pemeriksaan ini penting untuk membedakan apakah tersangka hanya pengguna, penyimpan, kurir, perantara, atau bagian dari jaringan peredaran narkotika. Dengan demikian, pemeriksaan tersangka tidak hanya berfokus pada pengakuan, tetapi pada penjelasan peran pelaku dalam peristiwa pidana.

Dalam perkara kurir narkotika, keterangan tersangka harus diuji dengan alat bukti lain. KUHAP tidak menempatkan pengakuan tersangka sebagai satu-satunya dasar pembuktian. Oleh karena itu, penyidik harus mencari kesesuaian antara keterangan tersangka dengan barang bukti, keterangan saksi, hasil laboratorium, petunjuk komunikasi, dan dokumen penyidikan lainnya. Prinsip ini penting untuk menjaga objektivitas penyidikan dan menghindari kesimpulan yang hanya bergantung pada pengakuan pelaku.

Pahlevi H. Hasibuan, S.E. menjelaskan bahwa penyidik pembantu biasanya berperan dalam membantu kelengkapan administrasi penyidikan, pemeriksaan saksi, penyusunan berita acara, serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan perkara. Dalam praktiknya, penyidik dan penyidik pembantu bekerja bersama untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan memiliki dasar hukum dan dituangkan secara tertulis. Hal ini menjadi penting karena berkas perkara narkotika akan diperiksa kembali oleh penuntut umum sebelum dinyatakan lengkap.

Pemeriksaan saksi juga menjadi bagian penting dalam proses penyidikan. Saksi dapat berasal dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, masyarakat yang memberikan informasi, orang yang melihat kejadian, atau pihak lain yang mengetahui rangkaian peristiwa. Dalam perkara kurir narkotika, keterangan saksi digunakan untuk menguatkan proses penangkapan, penggeledahan, penyitaan, serta keterkaitan tersangka dengan barang bukti sabu. Oleh karena itu, keterangan saksi harus dibuat secara jelas dan konsisten.

Selain keterangan saksi, penyidik juga perlu memeriksa barang bukti secara ilmiah melalui laboratorium. Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk memastikan bahwa barang yang disita benar merupakan narkotika jenis sabu. Tanpa hasil pemeriksaan laboratorium, pembuktian terhadap objek tindak pidana dapat menjadi lemah. Oleh karena itu, dalam perkara penguasaan sabu, hasil laboratorium menjadi salah satu dokumen penting untuk menguatkan bahwa barang bukti termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Pemeriksaan laboratorium juga berfungsi untuk memastikan berat bersih narkotika yang disita. Berat barang bukti dapat memengaruhi penerapan pasal, ancaman pidana, dan penilaian terhadap peran pelaku. Dalam Undang-Undang Narkotika, jumlah atau berat narkotika tertentu dapat menentukan berat ringannya ancaman pidana. Oleh karena itu, penyidik harus memastikan bahwa penimbangan dan pemeriksaan barang bukti dilakukan secara cermat serta dituangkan dalam dokumen resmi.

Dalam proses penyidikan, alat komunikasi tersangka juga sering menjadi perhatian. Telepon genggam dapat memuat percakapan, kontak, riwayat panggilan, atau pesan yang menunjukkan hubungan tersangka dengan pihak yang menyuruh atau menerima sabu. Dalam perkara kurir narkotika, bukti komunikasi dapat membantu penyidik mengungkap apakah tersangka benar hanya membawa barang, siapa pengendali barang, dan apakah ada perintah pengantaran. Dengan demikian, alat komunikasi dapat menjadi petunjuk yang memperjelas peran tersangka sebagai kurir.

Menurut Boirin, S.H., salah satu kendala dalam perkara kurir narkotika adalah tersangka sering tidak mau membuka identitas pihak yang menyuruh atau pemilik sabu. Tersangka kadang hanya menyebut nama panggilan, tidak mengetahui alamat, atau mengaku hanya berkomunikasi melalui telepon. Kondisi ini membuat penyidik harus bekerja lebih teliti dengan menelusuri komunikasi, pola transaksi, dan keterangan lain yang dapat mengarah pada pelaku di atasnya.

Kendala lain yang sering muncul adalah adanya pengakuan tersangka bahwa ia tidak mengetahui isi barang yang dibawanya. Dalih seperti ini harus diuji oleh penyidik melalui fakta-fakta pendukung. Misalnya, apakah tersangka menerima upah yang tidak wajar, apakah barang disembunyikan, apakah tersangka sebelumnya sudah pernah melakukan pengantaran, atau apakah ada percakapan yang menunjukkan pengetahuan tersangka. Dengan cara demikian, penyidik dapat menilai apakah pengakuan tidak tahu tersebut logis atau hanya upaya menghindari tanggung jawab pidana.

Pahlevi H. Hasibuan, S.E. menerangkan bahwa penyidik biasanya membandingkan keterangan tersangka dengan keadaan saat penangkapan. Apabila tersangka menunjukkan sikap mencurigakan, berusaha melarikan diri, menyembunyikan barang, atau memberikan keterangan yang berubah-ubah, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kesadaran tersangka. Namun, penyidik tetap harus menuangkan semua fakta tersebut dalam berita acara agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Setelah pemeriksaan tersangka, saksi, dan barang bukti dilakukan, penyidik menyusun administrasi penyidikan. Administrasi tersebut meliputi laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan, berita acara penangkapan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, daftar barang bukti, dan dokumen pendukung lainnya. Kelengkapan administrasi ini sangat penting karena berkas perkara akan menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk menilai apakah perkara layak dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam hukum acara pidana, penyidik wajib menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum. Jika penuntut umum menilai berkas belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Dalam perkara narkotika, kekurangan berkas dapat berkaitan dengan kurang jelasnya uraian peran tersangka, belum lengkapnya hasil laboratorium, belum kuatnya hubungan barang bukti dengan tersangka, atau belum jelasnya konstruksi pasal yang diterapkan. Oleh karena itu, penyidik harus memastikan bahwa berkas perkara disusun secara lengkap dan sistematis.

Proses penyidikan terhadap kurir narkotika juga harus memperhatikan hak-hak tersangka. Meskipun tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius, tersangka tetap memiliki hak hukum, seperti hak untuk diperiksa secara sah, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk didampingi penasihat hukum dalam keadaan tertentu, dan hak untuk mengetahui sangkaan terhadap dirinya. Pemenuhan hak-hak tersebut penting agar penyidikan berjalan sesuai prinsip due process of law.

Dalam perkara penguasaan sabu, penahanan terhadap tersangka sering dilakukan karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Narkotika tergolong berat. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, misalnya agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, atau tidak mengulangi tindak pidana. Namun, penahanan tetap harus dilakukan berdasarkan syarat subjektif dan objektif yang diatur dalam KUHAP. Dengan demikian, penahanan tidak boleh dilakukan hanya karena dugaan semata, tetapi harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Boirin, S.H. menjelaskan bahwa dalam penanganan perkara kurir narkotika, penyidik berusaha membangun perkara secara bertahap, mulai dari penemuan barang bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, hasil laboratorium, hingga penyusunan berkas. Menurutnya, setiap tahapan harus saling berhubungan, karena perkara narkotika tidak cukup hanya dibuktikan dengan pengakuan tersangka. Barang bukti dan keterangan saksi harus menguatkan bahwa tersangka benar menguasai sabu secara tanpa hak.

Penyidikan terhadap kurir narkotika di Polres Langkat juga harus diarahkan untuk membedakan peran tersangka. Apabila tersangka hanya menggunakan sabu untuk diri sendiri, maka konstruksi perkaranya berbeda dengan tersangka yang membawa sabu untuk diantarkan kepada orang lain. Demikian pula apabila tersangka menjadi perantara dalam transaksi, maka pasal yang diterapkan dapat berbeda. Oleh karena itu, penyidik harus menggali peran tersangka secara mendalam agar penerapan hukum tidak keliru.

Pembedaan peran tersebut penting karena Undang-Undang Narkotika mengatur beberapa bentuk perbuatan yang berbeda. Pasal 112 berkaitan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, sedangkan Pasal 114 berkaitan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkotika. Dalam perkara kurir, penyidik harus melihat apakah fakta hukum hanya menunjukkan penguasaan atau sudah menunjukkan adanya perantara dalam transaksi narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, proses penyidikan terhadap kurir narkotika dalam perkara penguasaan sabu di Polres Langkat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan informasi, penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan laboratorium, pengumpulan alat komunikasi atau petunjuk lain, penyusunan administrasi penyidikan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Setiap tahapan tersebut dilakukan untuk membuktikan unsur penguasaan sabu dan memperjelas peran tersangka sebagai kurir.

Dengan demikian, proses penyidikan terhadap kurir narkotika tidak hanya bertujuan menemukan sabu sebagai barang bukti, tetapi juga membangun hubungan hukum antara tersangka, barang bukti, dan jaringan peredaran narkotika. Penyidikan yang baik harus mampu menjelaskan bagaimana tersangka memperoleh sabu, mengapa tersangka membawa sabu, kepada siapa sabu akan diserahkan, serta apakah tersangka mengetahui dan menghendaki perbuatannya. Oleh karena itu, proses penyidikan di Polres Langkat menjadi dasar penting dalam membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana kurir narkotika dalam perkara penguasaan sabu.
C. 
Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Kurir Narkotika dalam Tindak Pidana Penguasaan Sabu Berdasarkan Hasil Penyidikan di Polres Langkat
Konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika dalam tindak pidana penguasaan sabu pada dasarnya dibangun melalui hubungan antara perbuatan pelaku, barang bukti, unsur kesalahan, dan peran pelaku dalam rangkaian tindak pidana narkotika. Dalam perkara yang ditangani oleh Polres Langkat, penyidik tidak hanya melihat bahwa tersangka berada dekat dengan sabu, tetapi juga menilai apakah tersangka benar-benar memiliki hubungan penguasaan terhadap barang tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana kurir narkotika tidak dapat dilepaskan dari pembuktian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” serta unsur “menguasai” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penguasaan terhadap sabu sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman diatur dalam Pasal 112 ayat (1). Pasal tersebut menjadi dasar penting dalam membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa hak. Dalam konteks kurir, unsur yang paling sering dibuktikan adalah unsur menguasai, karena kurir biasanya tidak selalu memiliki narkotika tersebut sebagai pemilik, tetapi secara nyata membawa, menyimpan, atau mengendalikan sabu untuk diserahkan kepada orang lain.

Konstruksi hukum terhadap kurir narkotika harus dimulai dari pemahaman bahwa “menguasai” tidak sama dengan “memiliki” dalam arti kepemilikan perdata. Penguasaan lebih menekankan pada adanya kekuasaan faktual terhadap barang, yaitu keadaan ketika pelaku dapat mengendalikan, memindahkan, menyimpan, atau menyerahkan barang tersebut. Dengan demikian, seorang kurir tetap dapat dikatakan menguasai sabu meskipun sabu itu bukan miliknya, sepanjang ia mengetahui keberadaan barang tersebut dan memiliki kemampuan nyata untuk membawa atau menyerahkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Boirin, S.H. pada tanggal 22 Mei 2026, penyidik Polres Langkat membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana kurir narkotika dengan cara menilai keterkaitan antara tersangka dengan barang bukti yang ditemukan. Menurutnya, penyidik tidak hanya melihat pengakuan tersangka, tetapi juga melihat posisi barang bukti, cara barang dibawa, keterangan saksi, serta apakah terdapat perintah atau komunikasi dari pihak lain. Dengan demikian, konstruksi perkara dibangun secara berlapis agar unsur penguasaan dan kesalahan tersangka dapat dibuktikan secara lebih kuat.

Penyidik Pembantu Pahlevi H. Hasibuan, S.E. juga menjelaskan bahwa dalam perkara penguasaan sabu, tersangka sering memberikan alasan bahwa dirinya hanya disuruh membawa barang. Namun, menurutnya, alasan tersebut harus diuji dengan fakta lain, seperti apakah tersangka mengetahui isi barang, apakah ada imbalan, apakah ada komunikasi dengan pengendali, dan apakah tersangka mengetahui kepada siapa barang akan diserahkan. Jika fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya kesadaran pelaku, maka konstruksi pertanggungjawaban pidana tetap dapat diarahkan kepada tersangka sebagai kurir.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada adanya perbuatan pidana, tetapi juga harus didasarkan pada kesalahan. Kesalahan menjadi dasar untuk menilai apakah seseorang layak dicela dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, dalam perkara kurir narkotika, penyidik harus membuktikan bahwa tersangka tidak hanya menguasai sabu secara fisik, tetapi juga memiliki hubungan batin berupa pengetahuan dan kehendak terhadap perbuatan tersebut.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan menjadi landasan utama dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana kurir narkotika. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya. Dalam perkara penguasaan sabu, kesalahan kurir dapat dilihat dari adanya kesengajaan untuk menerima, membawa, menyimpan, atau menyerahkan sabu. Apabila tersangka mengetahui bahwa barang tersebut adalah sabu dan tetap bersedia membawanya, maka unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dapat dinilai telah terpenuhi.

Kesengajaan dalam perkara kurir narkotika dapat dibuktikan melalui fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Fakta tersebut dapat berupa pengakuan tersangka, keterangan saksi penangkap, keberadaan barang bukti, komunikasi melalui telepon genggam, atau adanya imbalan yang dijanjikan. Dalam perkara seperti ini, kesengajaan tidak selalu harus dinyatakan secara langsung oleh tersangka, tetapi dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan dan keadaan yang menyertai tindak pidana.

Dalam perkara yang menjadi dasar penelitian ini, Skripsi menjelaskan bahwa berdasarkan BAP, tersangka bernama Daulat diduga terlibat dalam tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu. Barang bukti yang ditemukan berupa beberapa bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Fakta ini menjadi dasar awal bagi penyidik untuk membangun konstruksi bahwa tersangka memiliki hubungan faktual dengan barang bukti tersebut.

Selain itu, dalam BAP juga dijelaskan bahwa narkotika tersebut diperoleh dari seseorang bernama Andre yang meminta tersangka untuk mengantarkan barang tersebut kepada pihak lain. Tersangka juga disebut dijanjikan imbalan sejumlah uang apabila berhasil mengantarkan narkotika tersebut. Fakta ini memperkuat konstruksi bahwa tersangka tidak hanya berada dalam posisi pasif, tetapi memiliki peran aktif sebagai kurir dalam rangkaian peredaran sabu.

Berdasarkan fakta tersebut, konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap kurir dapat dibangun melalui tiga unsur utama. Pertama, adanya perbuatan menguasai sabu secara tanpa hak. Kedua, adanya kesadaran atau pengetahuan tersangka bahwa barang yang dibawanya merupakan sabu. Ketiga, adanya peran tersangka sebagai pengantar atau perantara yang membantu proses perpindahan sabu dari satu pihak kepada pihak lain. Ketiga unsur ini menjadi dasar untuk menempatkan tersangka sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana juga harus memperhatikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”. Dalam perkara kurir narkotika, unsur ini umumnya dapat dibuktikan karena tersangka bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika. Tersangka bukan tenaga kesehatan, bukan peneliti, bukan lembaga resmi, dan tidak memiliki izin untuk membawa atau menyimpan sabu. Oleh sebab itu, penguasaan sabu oleh kurir dapat dikategorikan sebagai penguasaan yang melawan hukum.

Selain unsur melawan hukum, penyidik juga perlu membuktikan adanya hubungan antara tersangka dengan barang bukti. Hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui tempat ditemukannya sabu, keterangan saksi, dan pengakuan tersangka. Jika sabu ditemukan di badan, pakaian, tas, kendaraan, atau tempat yang berada dalam pengendalian tersangka, maka hubungan penguasaan dapat dinilai lebih kuat. Namun, apabila barang ditemukan di tempat umum atau tempat yang tidak sepenuhnya berada dalam kontrol tersangka, penyidik harus mencari alat bukti tambahan untuk memperkuat konstruksi penguasaan.

Menurut Boirin, S.H., dalam wawancara tanggal 22 Mei 2026, penyidik biasanya melihat apakah tersangka mempunyai kemampuan untuk mengendalikan barang bukti tersebut. Menurutnya, apabila sabu berada dalam genggaman, saku, tas, atau kendaraan yang digunakan tersangka, maka hubungan penguasaan lebih mudah dibuktikan. Akan tetapi, penyidik tetap harus menguatkannya dengan keterangan saksi dan berita acara penyitaan agar konstruksi perkara tidak hanya bergantung pada keadaan fisik barang bukti.

Keterangan Pahlevi H. Hasibuan, S.E. menegaskan bahwa penyidik juga menilai konsistensi keterangan tersangka. Apabila tersangka memberikan keterangan berubah-ubah mengenai asal barang, tujuan pengantaran, atau pihak yang menyuruh, maka hal tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa tersangka berusaha menutupi perannya. Namun, menurutnya, penyidik tetap harus berhati-hati dan tidak boleh hanya menggunakan ketidakkonsistenan keterangan sebagai dasar tunggal, melainkan harus menghubungkannya dengan alat bukti lain.

Dalam hukum acara pidana, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Konstruksi pertanggungjawaban pidana kurir narkotika harus dibangun berdasarkan alat bukti tersebut. Keterangan saksi dapat menjelaskan proses penangkapan dan penemuan barang bukti, surat dapat berupa hasil laboratorium dan berita acara penyitaan, petunjuk dapat diperoleh dari persesuaian antara alat bukti, sedangkan keterangan terdakwa dapat digunakan sepanjang sesuai dengan alat bukti lainnya.

Hasil pemeriksaan laboratorium memiliki kedudukan penting dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana kurir narkotika. Hal ini disebabkan karena penyidik harus memastikan bahwa barang yang dikuasai tersangka benar merupakan narkotika jenis sabu. Tanpa hasil laboratorium, objek tindak pidana dapat menjadi lemah pembuktiannya. Oleh karena itu, hasil laboratorium berfungsi sebagai dasar ilmiah untuk memastikan bahwa barang bukti termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Selain hasil laboratorium, berita acara penyitaan juga menjadi bagian penting dalam konstruksi perkara. Berita acara penyitaan menjelaskan bahwa barang bukti diperoleh secara sah melalui tindakan penyidik. Dalam perkara narkotika, keabsahan penyitaan sangat penting karena barang bukti merupakan inti pembuktian. Jika penyitaan tidak dilakukan secara tertib, maka kekuatan pembuktian terhadap barang bukti dapat dipersoalkan dalam proses hukum berikutnya.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika juga dapat dikaitkan dengan ajaran penyertaan dalam hukum pidana. Kurir biasanya tidak bekerja sendiri, melainkan menjalankan perintah dari pihak lain yang berada dalam jaringan narkotika. Dalam hal ini, kurir dapat dipandang sebagai pihak yang turut membantu atau mengambil bagian dalam tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, meskipun kurir bukan pemilik utama sabu, perannya tetap memiliki relevansi pidana karena membantu peredaran narkotika.

Dalam ajaran penyertaan, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, atau membantu terjadinya tindak pidana. Kurir narkotika dapat ditempatkan sebagai pihak yang turut serta atau membantu, tergantung pada fakta penyidikan. Apabila kurir secara sadar mengambil bagian dalam pengantaran sabu dan mengetahui tujuan perbuatannya, maka ia dapat dipandang memiliki kontribusi terhadap tindak pidana narkotika yang terjadi.

Namun, konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap kurir tetap harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana bandar atau pengendali. Bandar biasanya memiliki peran yang lebih besar, seperti menyediakan narkotika, mengatur jaringan, menentukan harga, dan memperoleh keuntungan utama. Sementara kurir lebih banyak berperan sebagai pelaksana pengiriman. Perbedaan peran ini tidak menghapus pidana bagi kurir, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai tingkat kesalahan dan proporsionalitas pemidanaan.

Menurut Boirin, S.H., penyidik Polres Langkat dalam membangun konstruksi perkara tetap berusaha mengungkap pihak di atas kurir, seperti pemilik barang atau orang yang memberi perintah. Namun, kendala yang sering muncul adalah kurir hanya mengetahui nama panggilan atau tidak mengetahui identitas lengkap pihak yang menyuruh. Oleh karena itu, penyidik berupaya menelusuri komunikasi, nomor telepon, dan informasi lain yang dapat mengarah pada pelaku utama dalam jaringan narkotika.

Dalam perkara penguasaan sabu, dalih bahwa tersangka “hanya disuruh” tidak dapat langsung dijadikan alasan pemaaf. Hukum pidana hanya mengakui alasan pemaaf dalam kondisi tertentu, seperti daya paksa atau keadaan yang menghapuskan kesalahan. Apabila tersangka hanya menjalankan perintah karena mengharapkan imbalan, sementara ia mengetahui bahwa barang yang dibawa adalah sabu, maka alasan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana.

Pahlevi H. Hasibuan, S.E. menerangkan bahwa penyidik biasanya menilai apakah ada tekanan atau paksaan terhadap tersangka. Apabila tersangka membawa sabu karena ancaman serius yang tidak dapat dihindari, maka hal tersebut perlu dicermati lebih lanjut. Namun, apabila tersangka membawa sabu karena dijanjikan uang atau keuntungan tertentu, maka perbuatannya menunjukkan adanya kehendak bebas dan kesadaran untuk ikut serta dalam perbuatan melawan hukum.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana kurir juga harus memperhatikan kemampuan bertanggung jawab. Seorang tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia mampu memahami perbuatannya dan mampu menentukan kehendaknya. Dalam perkara kurir narkotika, kemampuan bertanggung jawab biasanya dapat dilihat dari usia, kondisi kejiwaan, sikap saat pemeriksaan, dan tidak adanya alasan yang menunjukkan bahwa tersangka tidak mampu memahami perbuatannya.

Selain kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya alasan penghapus pidana juga menjadi bagian dari konstruksi pertanggungjawaban pidana. Apabila tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara kurir narkotika, alasan bahwa pelaku hanya mengantarkan barang tidak termasuk alasan penghapus pidana apabila pelaku mengetahui barang tersebut adalah sabu dan tetap bersedia membawanya.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana kurir narkotika pada akhirnya dibangun dari kesesuaian antara unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terlihat dari adanya penguasaan sabu secara tanpa hak, sedangkan unsur subjektif terlihat dari kesengajaan, pengetahuan, atau kehendak pelaku. Apabila kedua unsur tersebut terbukti melalui alat bukti yang sah, maka konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap kurir dapat dinyatakan terpenuhi.²⁷

Berdasarkan hasil penyidikan yang digambarkan dalam Skripsi, fakta bahwa tersangka menerima sabu dari pihak lain, diminta mengantarkan kepada pihak tertentu, dan dijanjikan imbalan, menunjukkan adanya peran aktif sebagai kurir. Fakta ini memperlihatkan bahwa tersangka tidak sekadar berada di dekat sabu, tetapi memiliki hubungan langsung dengan proses perpindahan sabu. Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban pidana dapat diarahkan pada penguasaan sabu secara tanpa hak dengan kesengajaan.

Konstruksi tersebut juga menunjukkan bahwa penyidikan di Polres Langkat tidak hanya berorientasi pada penemuan barang bukti, tetapi juga pada pembuktian peran dan kesalahan tersangka. Penyidik perlu menghubungkan keterangan tersangka, keterangan saksi, barang bukti, hasil laboratorium, dan petunjuk komunikasi untuk membangun gambaran utuh mengenai tindak pidana. Dengan cara ini, pertanggungjawaban pidana kurir tidak dibangun secara sepihak, tetapi berdasarkan persesuaian fakta dan alat bukti.

Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana kurir narkotika dalam tindak pidana penguasaan sabu berdasarkan hasil penyidikan di Polres Langkat dapat dirumuskan sebagai pertanggungjawaban terhadap orang yang secara sadar dan tanpa hak menguasai sabu, mengetahui sifat terlarang barang tersebut, serta mengambil peran dalam proses pengantaran atau perpindahan narkotika kepada pihak lain. Kurir tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun bukan pemilik utama sabu, karena perbuatannya merupakan bagian dari mata rantai peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana kurir dibangun melalui pembuktian unsur penguasaan, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana.
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